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Menimbang

LURAH TAMANTIRTO
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAMANTIRTO,

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan,

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014
Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014
No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2016 No. 57);
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10.

11.
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14.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2018

Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesa Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 98/2023
(Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor

759);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Peggunaan
Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesa Tahun 2023 Nomor 963);
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18.
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20.

21.

Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogvakarta

Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017
Nomor 35);

Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana
Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor
100), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogvakarta
Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewazan Kepada

Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerzh Istimewa
Yogvakarta Tahun 2021 Nomor 37);

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun

2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerzh
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tzhun 2020
Nomor 8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang
Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 Nomor 76);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata
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Kerja  Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Dacrah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020
tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
134);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021
Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang /
Jasa diKalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2022 Nomor 60);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
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Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Kalurahan  Program  Pembangunan  Partisipatif
Masyarakat Kalurahan (Berita Daecrah Kabupaten
Bantul Tahun 2023 Nomor 6);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang
Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 64);

Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tamantirto
Nomor 3 Tahun 2018);

Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa
Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);

Peraturan Desa Tamantirto Nomor 08 Tahun 2019
Tentang Badan Usaha Milik Desa , Desa Tamantirto
Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa
Tamantirto Nomor 10 Tahun 2019);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020
Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran
Kalurahan Tamantirto Nomor 16);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto
Nomor 17);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021
Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto
(Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf
Pamong Kalurahan,Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2023 tentang
Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf
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Pamong Kalurahan,Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Tamantirto Tahun 2022 Nomor 17);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022
tentang  Lembaga Kemasyarakatan  Kalurahan
(Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor
16);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun

2024 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023
Nomor 06).
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Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

dan
LURAH TAMANTIRTO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024,
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan

perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan
b. Pendapatan Transfer
c. Pendapatan Lain-Lain
Jumlah Pendapatan Kalurahan

2. Belanja Kalurahan
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
dan Mendesak Kalurahan
Jumlah Belanja

Defisit

3. Pembiayaan Kalurahan
a. Penerimaan Pembiayaan
o Silpa 2023 (Perkiraan)
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a—-b)
1. Surplus/Defisit

Rp.

Rp

Rp.

96.100.000,00
. 5.633.924.563,00
22.000.000,00

Rp

. 5.752.024.563,00

Rp. 3.135.609.291,00
Rp. 2.292.590.065,00
Rp. 574.256.805,00
Rp. 428.744.490,00
Rp__ 307.396.267,00
Rp. 6.738.596.918,00
Rp__ 986.572.355.00
Rp. 986.572.355,00
Rp. 0,00
Rp. 986.572.355,00
Rp. 0,00
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Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat

a. APBKalurahan,;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan 2024
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan 2024.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah  Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana,keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya,
vang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang
Perubahan APBKalurahan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau
permasalahan sosial; dan;

e. berskala lokal Kalurahan.
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Pasal 6

Dalam hal terjadi :
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada

tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan dan menyebabkan SiLPA akan
dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan
APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang
Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan

Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto
Pada tanggal 29 Desembér 2023
LURAH TAMANTIHTO, §
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LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 08
Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul : (24 /Tamantirto/2023)
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LAMPRAN

PERATURAN DF SA TAMANTIRT(
NOMOR 08 TAMUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN NELANIA DF U

ANGGARAN PENDAPATAN DAN DELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO
TAHUN ANGGARAN 2024
nis APRDes ¢ APBRDes Awal
(ODE REK URAIAN “"?::':‘“ KETERANGAN
1 2 3 4
4 PENDAPATAN
4 Pendapatan Asll Desa 96.100.000,00
22 Pendapatan Transter 5633.924.563,00
43 Pendapatan Lain-lain 22.000 000,00
JUMLAH PENDAPATAA 5.752.024.563,00
S. BELANJA
51 Belanja Pegawai 1.502.184.143,00
52 Belanja Barang dan Jasa 3.707.229.366,00
53 Belanja Modal 1.221.787.142,00
¥ Belanja Tidak Terduga 307.396.267,00
JUMLAH BELANJA 6.738.596.918,00
SURPLUS / (DEFISIT) (986.572.355,00)
€. PEMBIAYAAN
61 Penerimaan Pembiayaan 986.572.355,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 986.572.355,00
PEMBIAYAAN NETTC 986.572.355,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM

Printed by Siskeudes 20M1272023 91501 AM
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA TAMANTIRTC
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO

TAHUN ANGGARAN 2024
nis APBDes : APBDes Awal
‘E':ész o URAIAN ANG(%?,R"N SUMBERDANA
1 2 3 4 4

4. PENDAPATAN

41. Pendapatan Asli Desa 96.100.000,00

42 Pendapatan Transfer 5.633.924.563,00

43, Pendapatan Lain-ain 22.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 5.752.024.563,00

5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 3.135.609.291,00
1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 1.852.127.778,00

Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 66.924,960,00 | ADD
1101 | 5.4. Belanja Pegawai 66.924.960,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 678.782,372,00 | ADD
1.1.02 | 5.1. Belanja Pegawal 678.762.372,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 11.532,000,00 | ADD
1.1.03 | 51. Belanja Pegawai 11.532.000,00
1.1.04 Z“e)nyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 217.203.635,00 | ADD, PAD, PSH
1.1.04 | 52. Belanja Barang dan Jasa 217.203.635,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 132.300.000,00 | ADD
1.1.05 | 51. Belanja Pegawai 132.300.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam 19.360,000,00 | ADD
, Listrik di)
11.06 | 52. Belanja Barang dan Jasa 19.360.000,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 113.450.000,00 | ADD, PBH
1107 | 52. Belanja Barang dan Jasa 113.450.000,00
1.1.90 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 6.480.000,00 | ADD
1.1.90 | 5.1. Belanja Pegawai 6.480.000,00
1.1.92 P:f:yediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamu 101.512.911,00 | PBH
skal

1192 | 51, Belanja Pegawai 101.512.911,00
1.1.93 :'e‘;yeka‘liaan Tunjangan Puma Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Ba 100.770.300,00 | PAD
1193 | 51. Belanja Pegawai 100.770.300,00
1.1.97 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 124.161.600,00 | ADD
11.97 | 5.1. Belanja Pegawai 124.161.600,00

222023916 05 A
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R::zowfwo URAN "“:‘;:’;‘“ SUMDERDANA
\ 2 b} 4 $
1198 Penyedaan Penphastan bagi Stal Honorer 2719720 000,00 | ADO, PRM
1182 | 89 Belanja Pegawai 279 720 000,00
1.2 Penyedlaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 193.411,506,00
120t Penyedaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/P emerintahan 55111.506,0C | OLL PAD, PIM
1201 | 53 Belanja Modal $5.111.506,0C
1202 Pemelharaan GedungPrasarana Kantor Desa 38.300.000,00 | oos
1202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000,00
1202 | 53. Belanja Moda! 6.000.000,00
1203 Pembangunan/RehabiitasiPeningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 100.000.000,00 | Pex
1203 | 53. Belanja Modal 100.000.000,00
13, Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 97.311.697,00
Kearsipan
1302 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profi Desa **) 38.730.697,00 | DDS, PAD
1302 | 52. Belanja Barang dan Jasa 38.730.697,00
1303 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 5.660.000,00 | PAD
1303 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.660.000,00
1305 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 29.286.000,00 | DDS
1305 | 52. Belanja Barang dan Jasa 29.286.000,00
13580 Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya 23.635.000,00 { PBH
pembanguana Kalurahan
1390 | 52. Belanja Barang dan Jasa 23.635.000,00
14, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 748.424.000,00
Pelaporan
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 5.531.000,00 | DOS
Reguler)
1401 | 52. Belanja Barang dan Jasa 5.531.000,00
1.402 P;r;ye;enggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R 31.279.500,00 | DDS
eguler
1402 | 52. Belanja Barang dan Jasa 31.279.500,00
1403 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 40.998.000,00 | oDs
1403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 40.998.000,00
1.404 (F;e)nwtan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 26.779.000,00 | ADD
1404 | 52. Belanja Barang dan Jasa 26.779.000,00
1.4.06 Pe)nyusman Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang 12.994.500,00 | ADD
an
1406 | 52 Belanja Barang dan Jasa 12.994.500,00
1.407 Pke:tyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar 20.352.000,00 | ADD
a
1407 | 52. Belanja Barang dan Jasa 20.352.000,00
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 27.720.000,00 | DDs
1408 | 52. Belanja Barang dan Jasa 27.720.000,00
1.4.10 gt’;l[t)mgan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & §27.755.000,00 | PBH, PBK
1410 | 52, Belanja Barang dan Jasa §27.755.000,00
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1490 Dukungan dan Soslatiasi Pengmian Pamong dan Dtat Honorer AN 77500000 | ADD

1490 | 52 Belanja Darang dan Jasa 4D 77% 000,00

e Fasidtan Pendampingan Dantuan Keuangan 0240 000,00 | P~

1484 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.240 000,00

1.5 Sub Bidang Pertanahan 244.264.310,00

1506 Adminstrasl Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 100.452019,00 | PeH

1506 | 52 Belanja Barang dan Jasa 100.452.619,00

1590 Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 11£.364.861,00 | OLL

1500 | 53 Belanja Modal 118.364.891,00

1591 Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 12.391.£00,00 | OLL

1501 | 52, Belanja Barang dan Jasa 12.391.800,00

1599 Lain-lain Sub Bidang Pertanahan 13.055.000,00 | PAD

1599 | 52 Belanja Barang dan Jasa 13.055.000,00

2 IDANG SAN M UNA 2.292,590,065,00

24. Sub Bidang Pendidikan 87.472.500,00

21.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPATKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 19.724.000,00 | DDS, PEK
(Honor, Pakaian dIf)

2101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 19.724,000,00

2.1.02 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 45.173.390,00 | PEK

2102 | 52. Belanja Barang dan Jasa 45.173.390,00

2.1.06 Pembangunan/Rehabiltasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat 7.329610,00 | PEK
Peraga

2106 | 52. Belanja Barang dan Jasa 7.329.610,00

2.1.08 P)engelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac 4.053.500,00 | PAD
a

21.08 | 52. Belanja Barang dan Jasa 4.053.500,00

2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 11.192,000,00 | oDS

2110 | 52, Belanja Barang dan Jasa 11.192.000,00

22. Sub Bidang Kesehatan 542.795.500,00

2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 201.795.500,00 | DDS

2202 | 52. Belanja Barang dan Jasa 201.795.500,00

2203 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad 40.170.000,00 | DDS, PBK
er Kesehatan dlf)

2203 | 52. Belanja Barang dan Jasa 40.170.000,00

2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 49.360.000,00 | DDS

2204 | 52, Belanja Barang dan Jasa 49.360.000,00

2208 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 145290.000,00 | PBK
Posyandu/Polindes/PKD **

2209 | 52 Belanja Barang dan Jasa 145.290.000,00

2292 Pembinaan Kampung KB 12.370.000,00 | DDS

2292 | 52 Belanja Barang dan Jasa 12.370.000,00

2294 Penanganan / Pemufihan Baltta Gizi Buruk / Stunting 68.325.000,00 | DDS

2294 | 52 Belanja Barang dan Jasa 68.325.000,00
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Taoe Gerakan Kebarshian dan Kesahstan Lisghungan (PSN D) 170300000 | 004
s208 | 82 Belanys Darang dan Jaea 7.10% 000,00
2298 Landan Kegiatan Sub Bidang Kesehatan 17.700 000,00 | DOS
2290 | 82 Belanja Barang dan Jasa 17.700 600,60
23 Sub Bidang Pekerjasn Umum dan Penataan Ruang 847.441.700,00
2308 :"mmﬂm'um Prasarana Jalan Deea (Gorong gorong/SelokanPartDrainas 160 023 760,00 | D03, PRX
2308 | 82 Belanja Barang dan Jasa 65.000 000,00
2308 [ 53 Belanja Modal £%5023.760,00
2an PembanpunanRehabiltasiPeningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 631.333.000,00 | 003, PEX
Permukiman **)

2311 | 52 Belanjn Barang dan Jasa 390 000.000,00

2311 | 53, Belanja Modal 241.332.000,00

231 ;’embanmnRehabﬂasWenhglntnanengeman Jembatan Milik Desa ** 40.000.000,00 | PBK

2313 | 52 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

2318 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 16.085.000,00 | DOS

2318 | 52. Belanja Barang dan Jasa 16.085.000,00

24, Sub Bidang Kawasan Pemukiman 237.746.540,00

2401 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunarn/Rehab Rumah Tidak Layak 175.884.000,00 | DDS
Huni GAKIN

2401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 175.884.000,00

2405 Pemelharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr 40.000.000,00 | PEK
asarana Jalan))

2405 | 52 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

24.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **) 13.625.040,00 | DDS

2410 | 53. Belanja Modal 13.625.040,00

2417 I;embar;gunanIRehabiIitasiIPeningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik 8.237.500,00 | DDS

esa **

2417 | 52. Belanja Barang dan Jasa 775.000,00

2417 | 53. Belanja Modal 7.462.500,00

2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 386.198.365,00

25.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 11.055.000,00 | DDS

2502 | 52. Befanja Barang dan Jasa 550.000,00

2502 | 53. Belanja Modal 10.505.000,00

2503 Pelathan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan 30.818.365,00 | PBK
Kehutanan **)

2503 | 52. Belanja Barang dan Jasa 30.818.365,00

2590 Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan 48.342.000,00 | DDS, PBK

2590 | 52. Belanja Barang dan Jasa 959.000,00

2590 | 53, Befanja Modal 47.383.000,00

2591 Pelathan Pengolahan / Pengelolaan Sampah 258.983.000,00 | PBK

2591 | 52. Belanja Barang dan Jasa 258.983.000,00

2592 :ge:ngembongan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekara 37.000.000,00 | pDS
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2582 | 82 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00
26. Sub Bidang Perhubungan, Komunikas| dan Informatika 186.785.400,00
2601 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 30.487.000,00 | DDS
2601 | 53, Belanja Modal 30.467.000,00
2608 Pembangunan/Rehabilitasi’PeningkatanvPengadaan Sarana & Prasarana Tr 156.298.400,00 | DDS
ansportasi Desa
2605 | 53 Belanja Modal 156.290.400,00
28. Sub Bidang Pariwisata 4.150.000,00
2803 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 4.150.000,00 | ADD
2803 | 52. Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 574,256.805,00
3 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 101.259,100,00
Masyarakat
3101 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 4.800,000,00 | ADD
3101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
3103 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L 58.695.000,00 | ADD, PBP
okal Desa
3103 | 52 Belanja Barang dan Jasa 58.695.000,00
3.1.92 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana 37.764.100,00 | ADD
(FPRB)
3192 | 52 Belanja Barang dan Jasa 34.214,100,00
3182 | 53. Belanja Modal 3.550.000,00
32. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 325.737.705,00
3202 Pengiriman Kontingen Group Kesenlan & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ 10.610.000,00 | PEH
Kab/Kot)
3202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.810.000,00
3203 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT 107.981.300,00 | ADD, DDS
RI, Raya Keagamaan dlf)
3203 | 52. Belanja Barang dan Jasa 107.981.300,00
3204 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adal dan Kegamaan 4.500.000,00 | PAD
Milik Desa
3204 | 52. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
3205 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adal/Keg 158.763.905,00 | PAD
amaan Milik Desa **)
3205 | 53. Belanja Modal 158.763.905,00
3290 Pembinaan Bidang Keagamaan 35.785.000,00 | ADD, PBH
3290 | 52. Belanja Barang dan Jasa 35.785.000,00
3291 Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi 7.897.500,00 | pDS
3291 | 52. Belanja Barang dan Jasa 7.897.500,00
33, Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 76.770.000,00
3303 Penyelenggaraan FestivallLomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 50.120.000,00 | PBH
3303 | 52. Belanja Barang dan Jasa 50.120.000,00
3306 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 26.650.000,00 | ADD, DDS, PAD
3306 | 52. Belanja Barang dan Jasa 26.650.000,00
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34 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 70.490.000,00
4m Pembinaan LKMDAPMAPMD 3735000,00 | ADD
3402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3,735.000,00
3403 Pembinaan PKK 25.735.000,00 | ADD
3403 | 52, Belanja Barang dan Jasa 25.735,000,00
3490 Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan 36.290.000,00 | ADD, PAD
3490 | 52. Belanja Barang dan Jasa 36.290.000,00
3493 Program Kalurahan Ramah/Layak Anak 4.730.000,00 | DDS
3483 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.730.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 420,744.490,00
44, Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 10.600.000,00 | !
41.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 10.600.000,00 | DDS
4105 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00
4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 259.960.140,00
4204 Pemekharaan Saluran Irigas! Tersier/Sederhana 18.252.000,00 | DOS
4204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 332.500,00
4204 | 53. Belanja Modal 17.918.500,00
4205 Peklaaﬂuanlaimlekll’engenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter 3.141.000,00 | ODS
nakan
4205 | 52. Belanja Barang dan Jasa 3.141.000,00
4206 Pembangunarn/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 162.269.640,00 [ DDS
4206 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.310.000,00
4206 | 53, Belanja Modal 159.959.640,00
4290 Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan 63.477.500,00 | DDS
Petemakan
4290 | 52. Belanja Barang dan Jasa 63.477.500,00
4299 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Petemakan 12.820.000,00 | DDS
4299 | 52. Belanja Barang dan Jasa 12.820.000,00
43, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 50.000.000,00
4302 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 50.000.000,00 | PBH
4302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
44, Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 2.755.000,00
Keluarga
4494 Petathan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/ 2.755.000,00 | DDS
Keluarga
4454 | 52. Belanja Barang dan Jasa 2.755.000,00
4.5, Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah {UMKM) 79.609,350,00
4502 If:es?gembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope $2.830.000,00 | oDS
4502 | 52. Belanja Barang dan Jasa 52.830.000,00
4590 Pelathan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat da 26.779.350,00 | DDS
n Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha
4590 | 52. Belanja Barang dan Jasa 26.779.350,00
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'y Sud Ridang Dubungan Pansneman Madal £ 420 000,00
e Pelathan Peapeialass FUM Desa (Pelattian yi diaksanaban oleh Pemdes) 652000000 | D05
ke | 82 Relarya Barang dan Jasa 0 520 000,00
I Sud Ridang Perdagangan dan Perindustrian 19.300 000,00
4T Pembentuban® asltasiPelathanPendampingan kelompok tmaha ekonomi p 19 300 000,00 | ©O3
roduAn!
AT |82 Belana Rarang dan Jasa 19 300.000,00
] BIDANG PENANGOULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 307,396,267,00
(X1 Sud Bidang Penanggulangan Bencana 85.000.000,00
«100 Kepatan Penangoutanan Bencana 85,000 000,00 | PAD
100 | sS4 Belanja Tidak Terduga 85.000.000,00
82 Subd Bidang Keadaan Darurat 17.196.267,00
5200 Penanganan Keadaan Darurat 17.196 267,00 | PDK
$200 | 54 Belanja Tida\ Terduga 17.196.267,00
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 205.200.000,00
5300 Penanganan Keadaan Mendesak 205.200.000,00 | DOS
5300 | 54, Belanja Tidak Terduga 205.200.000,00
JUMLAH BELANJA 6.738.596.918,00
SURPLUS / (DEFISIT) {986.572.355,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 986.572.355,00
PEMBIAYAAN NETTC 986.572.355,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN /6?
-’ \~.
B,
oy mmﬁ Decembler 2023
; RTO
e
‘: \\;i:
N
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Website: } ! elp 0274-370201 Kode Pos 55183
te ramannrto.mntu/Aab.go./d, e-mail: desa.tamantirto@bantulkab.go.id

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
LURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL

KA

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

Menimbang * a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b.  bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang

adil, makmur, sejahtera;
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¢.  berdasarkan pertimbangan sebagnimana dimaksud dalam
huruf a dan hurufl b, perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2024,

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Dacrah Istimcwa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168,
Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
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~J

10.

11.

12.

13.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanjn Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2016 No, 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang  Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun
2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesa Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Operasional Atas Fokus Peggunaan Dana Desa
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2023
Nomor 963);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor
35);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Kenangan Khusus Dana Keistimewann Kepada Pemerintah
Kalurahan (Berita Dacrah Daerah Istimewa Yogynkarta
Tahun 2020 Nomor 100), sebagai mana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Dacrah Istimewa
Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pelaksanaan  Bantuan  Keuangan  Khusus  Dana
Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita
Dacrah Dacrah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor

37);

Peraturan Dacrah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang
Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 Nomor 76);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021
Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto
(Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf
Pamong Kalurahan,Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06
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21.

22,

Tahun 2027 tentang Perubahan Penghasilan Lurah,
Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan,Staf Honorer
Kalurahan  gqp Badan Permusyawaratan Kalurahan
(Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 17);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran
Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2023

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024
(Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 06).
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MEMUTUSKAN

yenctapkan ¢ KEPUTUSAN  gapay PERMUSYAWARATAN  KALURAHAN
'I:ENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN  PERATURAN
KALURAHAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN
KALURAHAN,

KESATU * Menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA * Apabila dikemudian harj terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Tamantirto

Pada tanggal : 18 Desember 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN TAMANTIRTO
__KETUA

. N
f - v
! [ -~ l | =
L !

2 | | <<
A e 1314
- \yi. /
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: 'f"i{\'s_UgAN:ro /
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KESEPAKATAN BERSAMA

pada hari ini Senin, Tanggal Delapan Belas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu
pua Puluh Tiga yang bcrtandm;mgan dibawah inj :

1. Nama : Suranto

Jabatan  :Ketua Bamuskgq| Kalurahan Tamantirto

Dalam hal ini bertindak unty) dan atas nama Badan Pcrmusyawaratan
Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2, Nama : Wisnu Ardi
Jabatan  : Lurah Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan
Tamantirto selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan
Kalurahan Tamantirto tentang :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Rancangan
Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Kalurahan.

2. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Nomor Register
Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.

3. Setelah Mendapatkan Nomor Register untuk segera Menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan

sebagaiamana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

LURAH TAMANTIRTO KETUA BAMUSKAL

“ WISNU ARDI SURANTO
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
OOMJMZOOHIRJ) ?g&ﬂ?)?ﬂﬂﬁm
JI. Madukismo No.252 Tirlonirmolo, Kasihan, Bantu! Kode Pos 55181

Telepon : 0274.377597 Fax 0274-411275
Email: kec kasihan@bantulkab.go,id. Website: hitps:/kec-kasihan bantulkab.go Id

Bantul, 22 Desember 2023
Kepada Yth:

1. Inspektur Kab, Banlul
2. Kepala DPMKal Kab, Bantul
3. Kabag Hukum Setda Kab. Bantul
Lurah ., T¥NANDTD e
. Ka. Bamuskal .....ooveeiensisiieninne

di-
Bantul

Surat Pengantar
Nomor : B/400.10.2.2/00144

No Hal yang dikirim Banyaknya Keterangan
1. | SK Panewu Kasihan No. 51 tentang | 1 bendel Dikirim dengan
Evaluasi terhadap Raperkal Bangunjiwo hormat
tentang APBKal TA. 2024, untuk menjadikan
periksa

9 SK Panewu Kasihan No. 52 tentang
/" | Evaluasi terhadap Raperkal Tamantirto
tentang APBKal TA. 2024

Lt

Panewu Kasihan,

[13 [
o
RS

g i
SUBARTA, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat |, IV/b
NIP. 196609271986081001

s ¢ Pasal5ayal (1) UUITE 1172008,
'd Setfass = |ntormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat buktl hukum yang sah*
| ebtrost « Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
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& PEMERINTAH
a KAPANEKABUPATEN BANTUL
{&&‘ | s "NEWON KASIHAN
\‘;j“ 'M]rrcm] w 9‘9‘(& rffag:mui_(y/
- Alamat JI. Maduklsmo No 252 Tirtonir

Telp'(ozm) 377507 molo Kasihan Bantul 55181,

.  Fax,
Emait : koc-ﬁa-lhan@hnnla(l)i(znzzml 1275

>
KEPUTUSAN PANEwWy KASIHAN

—

TENTANG

pvALUAST TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU KASIHAN,

Menimbang:  a.  bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul ‘

Nomor 87 Tahun 2920 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan

Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, wajib
dimintakan evaluas; ;

b. bahwa berdasarkan

dimaksud dalam huruf a,

pertimbangan  sebagaimana
perlu menetapkan Keputusan
Kapanewon Kasihan tentang evaluasi terhadap
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024;

Mengingat : l.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);
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Peratu ‘meri
ran Pemerintgh Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peratu .
"an  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tal :
ahun 2014 lentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 213,

Tambahan
Lembaran Negar

@ Republik Indonesia Nomor 5539)
- telah  diubah dengan  Peraturan
rintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undnng Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomgr 157, Tambahan Lembaran Negra
Republik Indonesia Nomor 5717);

scbagaimang

Peme

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
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13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.O7 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1295) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan
Menteri Keunngan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan  Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang
Pengelolaan  Dana  Desa  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

Peraturan Gubernur Dacrah Istimewa Yogyakarta
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah
Kalurahan (Berita Dacrah Dacrah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2017 Nomor 35);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada
Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37
Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Keuangan Khusus (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2021 Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor S Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan Permusyawatan Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nomor 8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang
Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 Nomor 76);
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18.  Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2010

19,

20.

21,

22,

23.

24,

24,

tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
134 Tahun 2019 tentang Pedoman: Organisasi dan Tata
Kerja  Pemerintah  Kalurahan (Lembar  Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan di Kalurahan (Berita Dacrah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2020 Nomor 87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Dacrah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Tata  Cara Pelaksanaan  Kegiatan  Pengadaan
Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan ‘Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman
Bantuan Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 Tentang
Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
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ok ' | o
20, Peraturan Bupati Dantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang,

n
Pedoman Pemberian - Dantunn Keuangan  Kepada

Kalurahan Program — Pembangunan — Partisipat!
Masyaraka Kalurahan  (Berita - Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2023 Nomor 6);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 Tentang,
Dana Insentir Kalurahan (Beritn Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN TENTANG EVALUASI

TERHADAP RANCANGAN  PERATURAN  KALURAHAN

TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024,

KESATU Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto

tentang  Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Kalurahan

Tahun Anggaran 2024, scbagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari

Keputusan Panewu ini,

KEDUA ¢ Lurah Tamantirto bersama Badan Permusyawaratan
Kalurahan Tamantirto harus menindaklanjuti hasil evaluasi
scbagaimana diktum KESATU paling lambat 7 hari scjak
diterimanya hasil evaluasi. |

KETIGA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 20 Desember 2023

// /‘.'di'é%wp\{(asman 4
Foil [

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Bantul

2. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul
3. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul

4. Bamuskal Tamantirto
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN PANEWU KAQIHAN
NOMOR - 82 YAHUN 2002
Tanggal PDESEMAIER 2021

TENTANG

EVALUAST  TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
TENTANG ANGOARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHURN
ANGGARAN 2024

BANCANA A HASIL EVALUASI TERHADAP
FE\‘b‘ k:\T\G:\F\ PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
NDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN
Rancangan Peraturan Kalurahan  Tamantirto tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah disusun

sesual dengan kcwcnnngan serta mekanisme peraturan perundang-
undangan

EVALUASI  TERHADAP RANCANGAN  PERATURAN  KALURAHAN
TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024,

A.  Legal Drafting

Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran
P_endapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah
disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.

1. Judul, Menimbang dan pasal-pasal sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada lampiran
C.1
Dasar hukum sudah sesuai
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
substansi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah mengacu pada
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Rincian Pendapatan dan belanja pada lampiran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah

sesuai.

o

C. Nomor Register Peraturan Kalurahan
Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul ( / Tamantirto /2023)

! g4
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FAMPTHAN 11

CLKLINT KyALLANL
RANCANGAN IEIATUIAN MALURAIAN AFBKAL TANUN 2024
RALURAHAN - TAMANTIH IO
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INevesunian Dasar Hokum - R R —
.: VU Ne B3 tahin 2020 tentang hetstimewnan DIY s
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. Helum

—jPeraturan emerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengelolann Transfer ke Daerah [
o |Permendage No V11 Tahun 20140 entang pedoman tekni peeatwean didean [ Sudah
+Permendagn No '11qu_n_lgl_\_‘.jﬂ)jir_mnnnlu_ﬂ\jnnn:a)u Denn Sudnh
ol COMOONRRTS VY. AR LY
2 [Permendagr No 20 Tahan 2018 tentang pengelolann keangan desn Sudnh

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 /PMK.07/2022 tentang Belum
1_|Pengelolann Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan I'MK No. 9872022
TIhermendes POTT No 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pemboangunan dean dan
2_|pemberdayann masyarakat desa Sudah
VPermendes PDTT No 7 Tahun 20238 tentang Rinclan Priotitas Penggunann Dana Dean Sudah
“[Permendes PDTT No 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
1 [Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Belum
» [Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 tentang pemanfantan Tanah Desa Sudnh -
v [Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang pedoman pemenntah knlurahan Sudnh

Peraturan Gubernur DIY No 100 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksnnann DKK
7 [sebagaimana telah diabah dengan Pergub No. 37 th 2021 Sudah
3 [Perda Kab Bantul No 9 Tahun 2019 tentang penctapan Kaluralnn Sudah
) [Perda Kab. Bantul No 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan Sudah
3 [Perda Kab. Dantul No 8 Tahun 2020 tentang Bomuskal Sudah
! [Peraturan Bupati Bantul No 76 Tahun 2019 tentang Siklus tahunan Desn Sudah

Perbup Hantul No. 134 Tahun 2019 tentang pedoman organisaai dan tata kerjn
pemerintahan kal. Sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bantul No, 128 Tahun

2 [2020 Sudah

3 {Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahhun 2020 tentang Kewenangan Knlurahan Sudah
Peraturan Bupati Bantul No 87 Talun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan

¥ Iproduk hukum kalurnhan Sudah
Peraturan Bupat Bantul No 134 Tahun 2020 tentang tata naskah dinas bagi

» [pemerintah kalurnhan Sudah
Perbup Bantul No. 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan,

v |Staf Kalurahan, Stafl Honorer Kalurahan dan Bamuskal Sudah

* {Peraturan Bupati Bantul No $9 Tahun 2022 tentang Pengelolann keuangan desa Sudah
Peraturan Bupat Bantul No 60 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang/jasa
di kalurahan Sudah
Perbup Bantul No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus Kepada Kalurahan Sudah
Perbup Bantul No. 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan
Program Pemberdaynan Berbasis Masyarakat Padukuhan Sudah

Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatil Masyarakat

Kalurahan Sudah
Peraturan Bupati Bantul No. 64 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan

Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Sudah
Peraturan Kal_pemanfaatan tanah Kal. Sudah
Peraturan Kal. pungutan Kal. Sudah
Peraturan Kal. kewenangan kalurahan Sudah
Peraturan Kal. susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan Sudah
Peraturan Kal. tentang RPJMKal Sudah
Peraturan Kal. tentang RKP kal. 2024 Sudah
Peraturan Kal. tentang Siltap Sudah
Substansi

Kesesuaian jumlah Dana Transfer Sudah
Priontas dan fokus penggunaan Dana Desa utk Pembangunan & Pemberdayaan, DD

udak diperkenankan untuk membangun gedung/kantor Sudah
Siltap, Tunjangan Lurah/Pamong, Tunjangan Bamuskal, Operasional

kalurahan/Bamuskal, Insentif RT < 30 % APBKal Sudah
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URAIAN

KETERANGAN

Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembia

k yaan Kalurahan menyesuakan den
de rekening yang ada didalam si y Y gan
;818 gyang idalam sistem keuangan desa sesuai Permendagri 20 Tahun

Sudah

ey

BLT DD maksimal 25%, KETAHANAN PANGAN minimal 20% dar pagu DD murni

Sudah

2023, mengalokasikan 3 % DD untuk dana operasi
Persyaratan Kelengkapan Tambahan perasional pemkal

PerSYZC
Keputusan Hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan d
<pubahan apbkal { Lhat tanggal keputusan | an penyepakatan raperkal

Sudah

~Tkeputusan hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal

erubahan apbkal ( bihat Berita Acara Hasil Musyawarah )

Sudah

Peraturan Kal. tentang RPJMKal

Sudah

Sudah

\l— ‘u rJ

=

turan Kal. tent R
;P:\m X ang RKP kal. 2024
an :

\, Peraturan yang belum mohon untuk dimasukkan dalam konsiderans

3. dari Kapanewon kemudian dimintakan nomor register

Rancangan Perkal Perubahan APBKal harus diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi

Silpa Tahun 2023 direalisasikan pada triwulan | Tahun 2024
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